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ABSTRAK 

 

Perkembangan teknologi yang pesat berdampak terhadap pelanggaran Hak 

Kekayaan Intelektual yang dilakukan dalam skala besar. Untuk menanggapi 

permasalahan tersebut, beberapa negara telah mengadakan perjanjian multilateral 

yang dinamakan Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Indonesia tidak 

turut serta di dalam proses negosiasi maupun ratifikasi serta penandatanganan 

ACTA. Ketidakikutsertaan Indonesia di dalam ACTA akan menimbulkan 

konsekuensi hukum yang berpengaruh terhadap kerangka hukum Hak Kekayaan 

Intelektual di Indonesia.   

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis 

normatif dengan pendekatan perundang-undangan (berdasarkan peraturan hukum 

yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta) dan pendekatan konseptual 

(berdasarkan dotktrin-doktrin Hukum Internasional yang khusus di bidang Hukum 

Hak Kekayaan Intelektual). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, dimana 

dikaji mengenai gejala-gejala di dalam pelaksanaan aturan ACTA dan dampaknya 

terhadap negara baik yang meratifikasi aturan tersebut maupun yang tidak turut 

meratifikasinya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yang terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-undang Dasar 1945, 

Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta dan Peraturan Resmi Anti Counterfeiting Trade Agreement 

(ACTA). Hasil penelitian menunjukkan tidak dilibatkannya Indonesia di dalam 

ACTA tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan bagi Indonesia, 

akan tetapi Indonesia tidak dapat mendapatkan manfaat yang diterima oleh 

negara-negara lain yang menjadi anggota ACTA, seperti penyelesaian sengketa 

melalui aturan ACTA, perlindungan HKI di lingkungan digital dan penegakan 

hukum hak cipta menggunakan aparat khusus. 

Praktisi dan regulator di bidang Hak Kekayaan Intelektual harus 

mengutamakan pengkajian lebih lanjut mengenai aturan-aturan ACTA. 

Ketidakikutsertaan Indonesia di dalam ACTA sepatutnya diinisiasikan dengan 

pembuatan suatu lembaga multinasional dimana di dalamnya terdapat Negara-

negara yang tidak terlibat di dalam ACTA akan tetapi memiliki kebutuhan 

perlindungan hukum yang sama. 
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ABSTRACT 

 Fast technology development eases impacts the violation of Intellectual 

Property Rights to be performed in such enormous scale. To respond to this 

problem, some nations have organized multilateral agreement known to the world 

as Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA). Indonesia was not involved in 

neither the negotiation process nor the ratification and signatory. The blatant 

absence of Indonesia in ACTA will evoke certain legal consequences impact 

which will affect legal frameworks of Intellectual Property Rights Law in 

Indonesia. 

 The research method used is normative method with statute approach 

(based on regulations surrounding copyright protection) and conceptual 

approach (based on doctrines related to International Intellectual Property Rights 

Law). Descriptive analytical approach is used in this research, in which the 

approach includes assessment of tendency in enforcement of ACTA regulation and 

its impact whether on nations which ratified the agreement or nations which did 

not ratify the agreement. The data used in this research is secondary data which 

consisted of primary legal source such as The 1945 Indonesian Constitution, Law 

No. 28 of 2014 of Copyright Act and the Official ACTA Regulation. This research 

has shown that the absence of Indonesia in ACTA do not evoke certain significant 

legal consequences however, this means Indonesia would not receive benefits 

other ACTA members would receive such as dispute resolutions in accordance to 

ACTA regulations, Intellectual Property Rights in digital environment, and 

Copyright Law enforcement which utilizes special enforcer. 

 Academics and regulators in the Intellectual Property Rights field should 

pay more attention to further assessments on ACTA regulations. The absence of 

Indonesia should be initiated with a creation of a multinational institution 

consisted of nations which are not involved in ACTA however require the same 

need. 
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